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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KATINGAN
i Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang - Undang No 25 Tahun
i 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 20 yang menyatakan setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan

i mencrapkan Standar Opcrasional Prosedur serta menetapkan maklumat

i pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan
masyarakat dan kondisi lingkungan;

b. Bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan
penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu
disusun dan ditetapkan Standar Qperasional Prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barite Timur di Provinsi Kalimanatan
y Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme { Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembagn Negarn Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah
berapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

S.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan
Undang _ Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kera Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN

Menctapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN

KESATU : Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan,
penetapan, dan penerapan Standar Operasional Prosedur.

KEDUA . Setiap bidang menyusun, menctapkan dan menerapkan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan untuk seinp jenis Layanan;
KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari temyata tedapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Dinas  Pemberdaysan  Perempuan  Dan
i Serta Pengendalian Penduduk Dan

Tembusan Kepada Yth: _Popbina Utama Muda
1, Bupati Katingan di Kasongan 581119 200003 1 003
2. Inspekrus Kabupaten Katingan di Kasongan = -
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